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RINGKASAN

Melalui penelitian tesis ini, penulis mencoba secara subjektif mencari makna dari
kata musyawarah sebagaimana tercantum pada pasal 18 Undang — undang Dasar
NRI 1945 sebelum amandemen. Pasal tersebut berbunyi “Pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan
dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang
bersifat istimewa”. Setelah didapatkan makna dari kata musyawarah tersebut, penulis
meneliti kembali tentang implikasi terhadap perubahan pasal tersebut manakala UUD
NRI 1945 telah di amandemen sebanyak empat kali. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif adalah
penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara
mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Sedangkan untuk
pendekatannya menggunakan tiga macam pendekatan, yakni pendekatan histori
(historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan
pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Pendekatan histori (historical
approach) adalah penelitian dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari
dan perkembangan pengaturan mengenai isu Yyang dihadapi. Pendekatan
konseptual (conseptual approach), pada pendekatan ini peneliti perlu merujuk
prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan
sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Melalui pemahaman terhadap pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan menjadi sandaran bagi peneliti
dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang
dihadapi. Pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan ini
dilakukan dengan studi perbandingan hukum atau dengan membandingkan
undang — undang suatu Negara dengan undang — undang dari satu atau lebih
Negara lain.

Musyawarah berasal dari akar kata (L) yang pada mulanya mengeluarkan madu
dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang mencakup dari segala sesuatu
yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata
musyawarah pada dasarnya, hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan
dengan makna di atas. Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-
menukar pemikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan
dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan
pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah
suatu prinsip konstitusional. Terdapat 3 (tiga) ayat dalam Al — Qur’an yang memuat
secara langsung tentang perintah untuk bermusyawarah yakni: Pertama, Q.S. Al-
Bagoroh/2: 233 yang mengisyaratkan tentang musyawarah dalam berkeluarga. Kedua,
Q.S. Ali Imron/3: 159 pada ayat ini Allah SWT memberikan bimbingan kepada Nabi
Muhammad SAW tentang bagaimana menghadapi umat. Ketiga, Q.S. asy - Sydro/42: 38



di ayat ini apabila umat Islam sudah terbiasa bermusyawarah dalam keluarga
kemudian musyawarah ditengah masyarakat sampai berbangsa dan bernegara.
Maka akhirnya, musyawarah akan menjadi identitas umat Islam dan orang
beriman. Adapun dalam perspektif Negara (hukum), musyawarah sudah
tercantum sebagai dasar Negara yaitu dalam Pancasila yakni sila ke- 1V yang
berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan /Perwakilan” dan didalam batang tubuh UUD NRI 1945 sudah
tercantum pula pada pasal 18 sebelum amandemen.
Setelah pasal 18 UUD NRI 1945 di amandemen, telah terjadi perubahan yang
sangat drastic terhadap ketatanegaraan khususnya di bidang pemerintahan daerah.
Seperti otonomi daerah yang dulunya bersifat sentralistik berubah menjadi
desentralistik. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian jabatan kepala daerah
pun mendapat perubahan pasca amandemen. Mangacu kepada Undang — undang
No 1 Tahun 1945 kepala daerah dipilih oleh Dewan. Namun, keterangan rinci
terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, dan pertanggungjawaban
kepala daerah tidak mendapat keterangan yang memadai, termasuk dalam
penjelasan Undang — undang No 1 Tahun 1945 yang dibuat oleh kementrian
dalam negeri. Sementara itu, menurut Undang — undang No 22 Tahun 1948,
kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat dari calon — calon yang diajukan oleh
DPRD. Namun sejak berlakunya Undang — undang No 1 Tahun 1957 hingga
Undang — undang No 5 Tahun 1974, ketentuan pengisian jabatan kepala daerah
berlaku langgam (adat atau kebiasaan) yang sama, yaitu mengikuti ketentuan
sebagai berikut:

1. Kepala daerah dipilih oleh DPRD;

2. Kepala daerah tingkat | diangkat dan diberhentikan oleh presiden;

3. Kepala daerah tingkat Il diangkat dan diberhentikan oleh menteri

dalam negeri otonomi daerah dari calon — calon yang diajukan oleh
DPRD yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut di atas, terlihat bahwa intervensi pusat dalam pengisian
jabatan kepala daerah sangat kuat. Pusat tidak hanya menjadi “pintu terakhir”
penentuan calon terpilih, melalui menteri dalam negeri juga terlibat dalam proses
pencalonan.
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Abstract
Keywords: Deliberation; Rechtstaat; Constitution:

This study aims to find out the philosophical meaning of deliberation in Islamic
law and state law as a system rather than government, as stated in article 18 of the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI) before the
amendment and to look for implications after the amendment of the article. The
research method used in this research is Normative Juridical Research. Normative
legal research is research that examines legal issues from the point of view of
legal science in depth on the established legal norms. The results of the study
explain that Deliberation is a religious order, there are 3 (three) verses in the Al-
Qur'an which contain directly the command to deliberation, namely: First, Q.S.
Al-Baqoroh/2: 233 which implies deliberation in the family. Second, Q.S. Ali
Imron/3: 159 in this verse Allah SWT provides guidance to the Prophet
Muhammad SAW on how to deal with the people. Third, Q.S. asy - SyQro/42: 38
in this verse if Muslims are accustomed to deliberating in the family then
deliberating in the midst of society to the nation and state. So finally, deliberation
will become the identity of Muslims and believers. As for the perspective of the
rule of law, deliberation has been listed as the basis of the State, namely in
Pancasila, namely the fourth precept which reads "Populist Led by Wisdom in
Deliberation/Representation™ and in the body of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia it was also stated in article 18 before the amendment. As
for the implications for changes to article 18 of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. First, initially autonomy was centralized and changed to
decentralization. Second, in terms of the mechanism for appointing regional heads
which was originally centered on the President and Ministers through the proposal
of the DPRD, now it has become a direct election.
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Abstrak

Kata Kunci: Musyawarah; Negara Hukum; Konstitusi;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna filosofis dari musyawarah dalam
hukum Islam dan hukum negara sebagai sistem daripada pemerintahan,
sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang — undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) 1945 sebelum amandemen dan mencari implikasi setelah
perubahan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian
yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara
mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Hasil dari penelitian
menjelaskan bahwa Musyawarah adalah perintah agama, ada 3 (tiga) ayat dalam
Al — Qur’an yang memuat secara langsung tentang perintah untuk bermusyawarah
yakni: Pertama, Q.S. Al- Bagoroh/2: 233 yang mengisyaratkan tentang
musyawarah dalam berkeluarga. Kedua, Q.S. Ali Imron/3: 159 pada ayat ini Allah
SWT memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana
menghadapi umat. Ketiga, Q.S. asy - Sy(ro/42: 38 di ayat ini apabila umat Islam
sudah terbiasa bermusyawarah dalam keluarga kemudian musyawarah ditengah
masyarakat sampai berbangsa dan bernegara. Maka akhirnya, musyawarah akan
menjadi identitas umat Islam dan orang beriman. Adapun dalam perspektif Negara
hukum, musyawarah sudah tercantum sebagai dasar Negara yaitu dalam Pancasila
yakni sila ke- IV yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan” dan didalam batang tubuh
UUD NRI 1945 sudah tercantum pula pada pasal 18 sebelum amandemen.
Adapun diantara implikasi terhadap perubahan pasal 18 UUD NRI 1945. Pertama,
semula otonomi bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Kedua, dalam
hal mekanisme pengangkatan kepala daerah yang semula berpusat ke Presiden
dan Menterinya melalui usulan DPRD kini menjadi pemilihan secara langsung.
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